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8.1 Tinjauan Umum Hukum Perikatan 

Hukum perikatan  merupakan bagian dari hukum perdata 

yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Perikatan ini mengatur hubungan hukum antara dua 

atau lebih pihak dalam lapangan harta kekayaan, di mana salah 

satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak 

lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya. Prestasi tersebut 

dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, 

atau tidak melakuan suatu tindakan tertentu. Hubungan hukum 

ini dapat timbul dari kesepakatan antara para pihak (perjanjian) 

atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku 

meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Oleh sebab itu, 

kadangkala menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan 

makna antara perikatan dan perjanjian. Pada dasarnya 

perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih adalah 

bentuk konkrit suatu hukum perikatan. Itulah sebabnya 

dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber 

lahirnya hukum perikatan. 
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